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6. SLTP Negeri 1
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8. SLTP Negen 2
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Keotamadia Cirebon

;'Kotamadia Sukabumi
Kabupaten Majalengka

‘ Kabupaten Tangorang

Kabupaten Subang

Kabupalen Bogor

Kabupaten Boaor

Leuwiliang
Rumpin

Bojpng Soang
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Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

Kabupaten Bandung
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Menteri Dalam Negeri,

AN Keputusan ini disampaikan Kepada @

Menieri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Ly

Dircktur Jenderal Angearan Departemen Keuangan,

Kepatn Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
Kepala Badan Pemeriksa Kevnngan, i
Gubernur Kepala Daerah Tingkat L
Sekretaris Jenderal, Inspcktur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penclitian dan Pengemban: o Possdidinas
dan Kebudayaan Departemien Pendidikan dan Kebudayaan,
1 iti an Pzppembanoan

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sckretaris Dircktorat Jenderal, dan Sekreoris Badan Penelitian da

Pendidikan thn Rebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bire, ™ "tur, i\c[}:ﬂﬂ Pusat, dan Dircktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departer:za Pendiditun

dan Kebudayaan,
Kepala Kantor Wilayah Dtparlcmcn Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

Dircktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik [ndoncsia,
Sckolah yvane bersanekutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masy arakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

A.a.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-yndangan, - ‘
Kepala Sub Bagian ‘dggandnnn

Peraturan Perungang-undangan.

e

—

- /
\" Putut Pujogiri, S.11.
MNIP31661278
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Pasal 1 (

~.
Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Scekolah Luar Biasa (SEI). Sekolah Lanjutan Tingl:
Pertama (SLTP). Sckolah Menengah Umam (SMU). dan Sckoiali Menengai Kejurman (SMK

. .
;\C;.;L- 1.

Mencegerikan heberapa SLTE dan SMU Swisaa tahun pelajaran 1997/1998.
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Nama dan lokasi sekolah sehagannana dimaksud dalumseat (1 dan

Lampiran | Keputusan ini.

Pasal 2

kedudukan, tugas. fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TR, SLB. SLTP. SMUL dan SN E
Negeri schagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetaplay
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebe::layaan ¢

2. Nomor 0295/0/1978:

h. Nomor 0296/0/1978;

c. ~Nomor 034/071997;

d. Nomor 033/0/1997;

¢. Nomor 036/0/1997.

Bagan organisasi sekolah sehagaimana dimakeud dalnm avat (i), masing-masing tercantum Lalin

Lampiran 11 Keputusan ini.

-

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Depaiiciscn Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untok

melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sehagaimana dinmaksud dulain Pasal 1 yang Serg,

di wilavahnya masing-masing.



SALINAN

Menunbane
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REPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 00127071999 »

TENTANG

r
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIHKAN DAN KEBUDAYAAN,

hahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
Gampung bagi lulusan Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menctapkan
nembukaan dan penegerian sckolah tahun pelajaran 1997/1998;

o

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

Periturzn Pemerintah :

2. Nomor 27 Tahun 1990;

h. Nomor 2§ Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
199§;

¢.  Nomor 29 Tahun 1990 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomér 56 Tahen
593

d. Nomor 72 Tahun 1991;

¢.  Nomor 39 Tahun 1992;

Keputusan Presiden Republik Indonesia -

A, Nomor 44 Tahun 1974:
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